
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 101 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 

2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN  

DAERAH KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
MELALUI  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  

SOSIAL KESEHATAN 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri 
Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data 
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 
2017 yang menyatakan bahwa Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin digunakan sebagai basis 
data dalam pelaksanaan Program Penanganan Fakir 
Miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga 
dan pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi 
Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam 
Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu 
diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,  maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke 
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
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PROVINSI JAWA TENGAH 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);                                                  

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor  11  Tahun   2009  tentang  
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor  36  Tahun   2009  tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor  44  Tahun   2009  tentang  
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5372);                                                                                            

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 
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20. Peraturan Menteri Sosial Nomor  10 Tahun 2016 
tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran 
Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional 
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2015 Nomor 18); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENERIMA 
BANTUAN IURAN DAERAH KE DALAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran 
Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 6 

(1) Perubahan peserta PBI Daerah dilakukan setiap 1 (satu) 
bulan sekali. 

(2) Perubahan peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atas laporan hasil verifikasi BPJS kepada 
Pemerintah Daerah. 

(3) Perubahan peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disebabkan antara lain : 

a. meninggal dunia;  
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b. berganti pembayar iuran peserta; dan 

c. pindah domisili. 

(4) Penambahan peserta PBI Daerah yang disebabkan 
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diprioritaskan pada fakir miskin dan/atau tidak mampu 
yang belum mempunyai jaminan kesehatan, meliputi: 

a. bayi/anak dari peserta PBI Daerah; dan 

b. penderita 5 penyakit katastropik kronis (penderita 
gagal ginjal, penyakit jantung, penyakit kanker, 
penyakit kelainan darah dan penyakit dengan 
gangguan jiwa), kasus HIV AIDS, balita gizi buruk dan 
penyandang disabilitas. 

(5) Penambahan peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial 
berdasarkan pada sumber data yang berasal dari 
Perangkat Daerah terkait. 

(6) Perubahan peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.  

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                                    

 

  

 Ditetapkan di Sukoharjo  

 pada tanggal 28 Desember 2017 

           BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd 
 

          WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  28 Desember 2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 102 

 


